SPPT — PEMECAHAN

2023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 72011, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG PEMECAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG RUMAH SUSUN DAN PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam pemenuhan
persyaratan administrasi perpajakan daerah, serta optimalisasi pemungutan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan atas rumah susun, Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun
2020 tentang Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah
Susun perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemecahan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Rumah Susun dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan atas Satuan Rumah Susun

Dasar hukum dari peraturan gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011

Dalam Peraturan Gubernur Ini Dijelaskan Tentang Pemecahan SPPT Rumah Susun, Persyaratan
Administrasi dan Penilaian; serta Dasar Pengenaan Dan Perhitungan Pbb-P2 Atas Sarusun

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juli 2023

Terhadap permohonan pemecahan SPPT Rumah Susun yang telah diajukan dan belum dilakukan
pemecahan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diproses sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Gubernur ini.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2020
tentang Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah Susun
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71046), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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